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ABSTRAK 
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk 
mengetahui bagaimana pengaturan tentang 
pemberantasan tindak pidana korupsi menurut 
instrumen hukum internasional dan bagaimana 
implementasi konvensi pbb menentang korupsi 
dalam perundang-undangan nasional. Dengan 
menggunakan metode penelitian yuridis 
normatif, disimpulkan: 1. Berlakunya Konvensi 
PBB Anti Korupsi atau United Nations 
Convention Against Corruption (UNCAC) 2003, 
merupakan Instrument Hukum Internasional 
yang menjadi dasar hukum kerjasama 
internasional pengembalian aset yang 
diperoleh secara tidak sah, membuka peluang 
bagi negara-negara dalam upaya pencegahan 
dan pemberantasan kejahatan, termasuk tindak 
pidana korupsi. UNCAC mempunyai tujuan yang 
sangat ampuh untuk mencegah, memajukan 
dan mengambil langkah-langkah tegas dalam 
mencegah dan melawan korupsi secara efektif. 
2. Implementasi Konvensi PBB Menentang 
Korupsi Dalam Perundang-undangan Nasional 
Pasal 1 ayat (1) UU No 7 Tahun 2006 
menyatakan mengesahkan Konvensi 
Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003. 
Terkait dengan tindakan implementasi, 
Indonesia juga mempunyai Undang-Undang 
nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang 
nomor 30 tahun 2001 Tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi, KPK (Komisi Pembera 
ntasan Korupsi) yang disahkan melalui Undang-
Undang nomor 30 tahun 2002, Undang-Undang 
nomor 15 tahun 2002 dan Undang-Undang 
nomor 25 tahun 2003 tentang Pencucian Uang 
yang mana disebutkan dalam pasal 14 UNCAC 
mengenai tindakan-tindakan untuk mencegah 
pencucian uang.  
Kata kunci: Aspek Hukum, Pemberantasan, 
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PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia sangat berkepentingan dengan 
ratifikasi UNCAC dalam kerangka 
pemberantasan tindak pidana korupsi dan 
pengembalian asset-aset hasil tindak pidana 
korupsi yang diduga dilarikan ke luar negeri, 
seperti salah satu kasus BLBI dengan terpidana 
Hendra Rahardja yang diduga aseta-setnya 
dilarikan ke Australia, demikian juga kasus 
korupsi ECW Neloe sebagai direktur utama 
Bank Mandiri yang asetnya dilarikan ke Swis.  
Ironisnya, beberapa negara secara langsung 
maupun tidak, memberikan perlindungan 
karena uang yang dibawa oleh koruptor 
tersebut dapat menambah devisa dan 
diinvestasikan baik melalui penanaman modal 
asing langsung (direct investment) maupun 
tidak langsung (indirect investment) di 
negaranya. 
Walaupun demikian usaha-usaha yang 
dilakukan pemerintah dalam memberantas 
korupsi tidak hanya melalui ancaman hukuman 
dan denda, tetapi di dalam Undang-undang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah 
menetapkan sistem pembuktian terbalik, 
dimana sistem ini bukan merupakan suatu 
sistem yang baru dalam perundangan di 
Indonesia. Sistem ini sudah diberlakukan dan 
sudah menjadi sistem hukum positif di 
Indonesia, hanya saja pemberlakuannya yang 
masih tersendat-sendat. Sistem pembuktian 
terbalik sudah diterapkan dalam Undang-
undang tentang Lingkungan Hidup dan Undang-
undang Anti Narkotika.3 
Peraturan perundang-undangan yang 
khusus mengatur tentang tindak pidana korupsi 
sudah ada. Bahkan di Indonesia sendiri, 
undang-undang tentang tindak pidana korupsi 
sudah 4 (empat) kali mengalami perubahan. 
Adapun peraturan perundang-undangan yang 
mengatur tentang korupsi, yakni : 
1. Undang-undang nomor 24 Tahun 1960 
tentang pemberantasan tindak pidana 
korupsi, 
2. Undang-undang nomor 3 Tahun 1971 
tentang pemberantasan tindak pidana 
korupsi, 
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3. Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 
tentang pemberantasan tindak pidana 
korupsi, 
4. Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 
tentang perubahan atas Undang-
undang pemberantasan tindak pidana 
korupsi.4 
Diundangkannya Undang-undang No. 20 
Tahun 2001 sebagai perubahan atas Undang-
undang No. 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena 
tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi 
secara meluas, tidak hanya merugikan 
keuangan negara tetapi juga telah merupakan 
pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan 
ekonomi masyarakat secara luas sehingga 
tindak pidana korupsi perlu digolongkan 
sebagai kejahatan yang pemberantasannya 
dilakukan secara luar biasa. Dan untuk lebih 
menjamin kepastian hukum, menghindari 
keragaman penafsiran hukum, dan memberikan 
perlindungan terhadap hak-hak sosial dan 
ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara 
adil dalam memberantas korupsi.  
Sistem ancaman dan penjatuhan hukuman 
yang relatif ringan mendorong orang untuk 
melakukan korupsi. Oleh karena itu Undang-
undang No. 20 Tahun 2001, menetapkan 
ancaman hukuman yang sangat tinggi yaitu 
hukuman mati dan denda ratusan juta rupiah, 
yang diharapkan dapat mengurangi tindak 
pidana korupsi. 
Pemberantasan korupsi dalam konteks 
penindakan sampai saat ini mengalami 
kemajuan, meski tak terhindarkan juga sebagai 
indikasi maraknya korupsi, baik yang ditangani 
oleh Kepolisian, Kejaksaan dan KPK.  Dalam 
mengemban tugas dan kewenangannya, 
penindakan yang dilakukan KPK.5  
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka 
penulis merasa tertarik membuat karya tulis 
ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul : 
“Aspek Hukum Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi Menurut Instrumen Hukum 
Internasional”  
 
B. Perumusan Masalah 
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1. Bagaimanakah Pengaturan Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
Menurut Instrumen Hukum Internasional 
?  
2. Bagaimanakah Implementasi Konvensi 
PBB Menentang Korupsi Dalam 
Perundang-undangan Nasional ?  
 
C. Metode Penelitian 
Secara umum, ruang lingkup penelitian ini 
merupakan disiplin ilmu hukum, yakni Hukum 
Internasional khususnya berkaitan dengan 
konvensi internasional yang mengatur tentang 
persoalan tindank pidana korupsi, maka 
penelitian ini merupakan bagian dari penelitian 
hukum yakni dengan cara meneliti bahan 
pustaka yang dinamakan penelitian hukum 
kepustakaan. 6  Sedangkan metode pendekatan 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
yuridis normatif, yaitu penelitian yang 
difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-




A. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
Menurut Instrumen Hukum Internasional.  
Korupsi merupakan permasalahan universal 
yang dihadapi oleh seluruh negara dan masalah 
pelik yang sulit untuk diberantas, hal ini tidak 
lain karena masalah korupsi bukan hanya 
berkaitan dengan permasalahan ekonomi 
semata, melainkan juga terkait dengan 
permasalahan politik, kekuasaan dan 
penegakkan hukum.8 
Secara internasional, upaya pemberantasan 
tindak pidana korupsi dilakukan negara-negara 
melalui keikutsertaan negara dalam suatu 
perjanjian internasional dalam bentuk konvensi 
internasional yang berkaitan dengan korupsi. 
Perjanjian internasional adalah perjanjian yang 
diadakan antara anggota masyarakat bangsa-
bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan 
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akibat hukum tertentu9.  Ada juga yang 
menyebutkan bahwa perjanjian internasional 
adalah kata sepakat antara dua atau lebih 
subjek hukum internasional (negara, tahta suci, 
kelompok pembebasan, organisasi 
internasional) mengenai suatu obyek tertentu 
yang dirumuskan secara tertulis dengan 
maksud untuk membentuk hubungan hukum 
atau melahirkan hak dan kewajiban yang diatur 
oleh hukum internasional10.  
Ruang lingkup perjanjian internasional 
meliputi obyek yang luas seperti bidang-bidang 
ekonomi, politik, sosial, kebudayaan, 
perdagangan, ilmu pengetahuan dan teknik.  
Walaupun bermacam-macam nama yang 
diberikan untuk perjanjian internasional mulai 
dari yang paling resmi sampai pada bentuk 
yang sangat sederhana, semuanya sama-sama 
mempunyai kekuatan hukum dan mengikat 
pihak-pihakyang terkait. Menurut Myers, ada 
sekitar 29 macam istilah yang digunakan untuk 
perjanjian-perjanjian internasional. 11 Salah 
satu bentuk perjanjian internasional adalah 
konvensi internasional. 
Berkaitan dengan pemberantasan tindak 
pidana korupsi, pada tahun 2003, Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk Konvensi Anti 
Korupsi (United Nation Convention Against 
Corruption - UNCAC) yang bertujuan untuk 
mencegah korupsi secara global dengan 
melakukan kerjasama internasional untuk 
bersama-sama melakukan langkah-langkah 
menghapuskan korupsi di seluruh dunia.   
Konvensi ini diadopsi dalam Sidang Umum 
PBB pada Okotber 2003 dan telah 
ditandatangai oleh 140 negara dengan 38 
negara di antaranya telah meratifikasinya. 
Konvensi ini merupakan instrumen hukum 
internasional pertama yang mengikat secara 
hukum negara anggotanya dalam melawan 
kejahatan korupsi baik dalam sektor publik 
meupun swasta. Konvensi ini dipandang pula 
sebagai perwujudan dari komitmen 
internasional dalam hal bagaimana seharusnya 
negara mencegah dan menghukum praktek-
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praktek korupsi dan juga menjadi mesin efektif 
untuk menjalin kerjasama internasional dalam 
melawan korupsi dan pengembalian asetnya. 
Konvensi ini menegaskan pentingnya 
pembagian peran antar negara dalam 
menghambat kejahatan korupsi yang lintas 
negara.  
Konvensi PBB menentang Korupsi (UNCAC) 
ini memiliki 4 pilar utama, yaitu: 12 
1. pencegahan 
2. penegakkan hukum  
3. kerjasama internasional dan  
4. pengembalian aset.  
Konvensi ini mengikat secara hukum pada 
14 Desember 2005, setelah negara Ekuador, 
sebagai negara ke-30, meratifikasinya. 
UNCAC ini memuat delapan bagian (chapter) 
yakni, Chapter I General Provisions Chapter II 
Preventive Measures, Chapter III Criminalization 
and Law Enforcement, Chapter IV International 
Cooperation (Articles 43-50), Chapter V Asset 
Recovery, Chapter VI Technical Assistance and 
Information Exchange, Chapter VII Mechanisms 
for Implementation and Chapter VIII Final 
Provisions. Konvensi ini dirumuskan pertama 
kali di Merida, Meksiko pada tanggal 9-11 
Desember 2003.13  
 
B. Implementasi Konvensi PBB Menentang 
Korupsi Dalam Perundang-Undangan 
Nasional. 
Sebagaimana yang telah dibahas dalam 
bagian sebelumnya, bahwa secara internasional 
pemberantasan tindak pidana korupsi telah 
diatur dalam perjanjian internasional dalam 
bentuk konvensi internasional, yakni Palermo 
Convention tahun 2000 dan khususnya United 
Convention Against Corruption (UNCAC) atau 
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 
Menentang Korupsi tahun 2002, dan hal ini juga 
telah diratifikasi oleh Indonesia melalui 
Undang-undang No. 7 tahun 2006. Adanya 
ratifikasi terhadap UNCAC Tahun 2002  
membawa konsekuensi bahwa Indonesia harus 
menerapkan dalam sistem hukum nasional.  
Secara resmi Indonesia telah mengikatkan 
diri pada United Nations Convention Against 
Corruption (UNCAC). Hal semakin menegaskan 
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bahwa Indonesia adalah bagian dari gerakan 
global melawan korupsi. Namun, UNCAC tidak 
diterima secara utuh oleh Indonesia.  
Pasal 1 ayat (1) UU No 7 Tahun 2006 
menyatakan “Mengesahkan United Nations 
Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi 
Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 
2003) dengan Reservation (Pensyaratan) 
terhadap Pasal 66 ayat (2) tentang 
Penyelesaian Sengketa”. 
Sebelum Indonesia meratifikasi UNCAC, 
Indonesia telah memiliki undang-undang yang 
mengusung semangat pemberantasan tindak 
pidana korupsi. Dua yang utama bahkan lahir 
jauh sebelum UNCAC hadir. Indonesia telah 
menerbitkan undang-undang pemberantasan 
tindak pidana korupsi pada awal tahun 1970-an 
(UU No 3 Tahun 1971). Undang-undang ini 
kemudian diperbarui dengan terbitnya UU No 
31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 
Tahun 2001.14  
Sebagai negara yang telah menandatangani 
dan meratifikasi UNCAC tentunya Indonesia 
mempunyai kewajiban untuk segera 
mereformasi sistem hukumnya sesuai dengan 
ketentuan UNCAC. Pasal 2 UNCAC mengenai 
tindakan-tindakan pencegahan korupsi, 
Indonesia mempunyai Undang-Undang nomor 
31 tahun 1999 jo Undang-Undang nomor 30 
tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi. Kemudian terkait dengan pasal 
6 UNCAC mengenai Badan atau Badan-Badan 
Pencegahan atau Anti Korupsi, Indonesia telah 
memiliki KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) 
yang disahkan melalui Undang-Undang nomor 
30 tahun 2002.  
Selain itu, Indonesia juga mempunyai 
Undang-Undang nomor 15 tahun 2002 dan 
Undang-Undang nomor 25 tahun 2003 tentang 
Pencucian Uang yang mana disebutkan dalam 
pasal 14 UNCAC mengenai tindakan-tindakan 
untuk mencegah pencucian uang. Sementara 
itu berdasarkan pasal 32 UNCAC setiap negara 
dituntut untuk memberikan perlindungan saksi-
saksi, para saksi ahli dan para saksi korban. 
Guna memenuhi hal tersebut pemerintah 
Indonesia mengeluarkan Undang-Undang 
nomor 13 tahun 2006 tentang lembaga 
perlindungan saksi dan korban. Dalam UNCAC 
juga disebutkan bahwa adanya transparansi 
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dan keikutsertaan masyarakat dalam proses 
pemberantasan korupsi mutlak diperlukan, 
dalam ini Indonesia mempunyai sebuah 
lembaga independen yang bernama ICW 
(Indonesia Corruption Watch). 15 
Tidak hanya dalam perundang-undangan 
nasional, sebagai bukti keseriusan pemerintah 
dalam memerangi korupsi, Indonesia juga turut 
berpartisipasi dalam Konvensi Perserikatan 
Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi tahun 2003 
(United Nations Convention Against 
Corruption/UNCAC).   
UNCAC atau yang sering disebut Konvensi 
PBB anti korupsi merupakan suatu Konvensi 
anti korupsi yang mencakup ketentuan-
ketentuan kriminalisai, kewajiban terhadap 
langkah-langkah pencegahan dalam sektor 
publik dan privat, kerjasama internasional 
dalam penyelidikan dan penegakan hukum, 
langkah-langkah bantuan teknis, serta 
ketentuan mengenai pengembalian asset. 16 
Berikutnya, sebagai landasan terbentuknya 
komisi anti korupsi pertama di Indonesia, 
terbit UU No 30 Tahun 2002. Berdasarkan 
undang-undang ini juga lalu Indonesia 
membentuk pengadilan khusus korupsi. 
Namun, Mahkamah Konstitusi dalam 
putusannya memerintahkan agar pembentukan 
pengadilan khusus korupsi harus didasarkan 
pada undang-undang tersendiri. Oleh 
karenanya, kemudian lahir UU No 46 Tahun 
2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana 
Korupsi. Bahkan, Indonesia sedang 
mempersiapkan pengesahan hasil revisi Kitab 
Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 
Karena KUHAP kita juga meng-adopt artikel-
artikel konvensi.  
Indonesia sebagai negara yang telah 
menandatangani dan meratifikasi UNCAC 
tentunya mempunyai kewajiban untuk segera 
mereformasi sistem hukumnya sesuai dengan 
ketentuan UNCAC. Dalam hal ini Indonesia 
meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang 
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nomor 7 tahun 2006. Terkait dengan pasal 2 
UNCAC mengenai tindakan-tindakan 
pencegahan korupsi, Indonesia mempunyai 
Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 jo 
Undang-Undang nomor 30 tahun 2001 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  
Kemudian terkait dengan pasal 6 UNCAC 
mengenai Badan atau Badan-Badan 
Pencegahan atau Anti Korupsi, Indonesia telah 
memiliki KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) 
yang disahkan melalui Undang-Undang nomor 
30 tahun 2002. Selain itu, Indonesia juga 
mempunyai Undang-Undang nomor 15 tahun 
2002 dan Undang-Undang nomor 25 tahun 
2003 tentang Pencucian Uang yang mana 
disebutkan dalam pasal 14 UNCAC mengenai 
tindakan-tindakan untuk mencegah pencucian 
uang.  
Sementara itu berdasarkan pasal 32 UNCAC 
setiap negara dituntut untuk memberikan 
perlindungan saksi-saksi, para saksi ahli dan 
para saksi korban. Guna memenuhi hal tersebut 
pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-
Undang nomor 13 tahun 2006 tentang lembaga 
perlindungan saksi dan korban. Dalam UNCAC 
juga disebutkan bahwa adanya transparansi 
dan keikutsertaan masyarakat dalam proses 
pemberantasan korupsi mutlak diperlukan, 
dalam ini Indonesia mempunyai sebuah 
lembaga independen yang bernama ICW 
(Indonesia Corruption Watch).  
Namun yang menjadi pertanyaan dalam hal 
ini, apakah kemudian semua badan-badan 
maupun undang-undang yang ada mampu 
diimplementasikan secara maksimal dan 
bekerja secara maksimal juga. Karena pada 
kenyataannya, meskipun sudah mempunyai 
sederet undang-undang anti korupsi justru 
keadaan korupsi di Indonesia semakin buruk 
dengan makin banyaknya pejabat publik yang 
tersandung kasus korupsi serta melemahnya 
fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  
Diundang-undangkannya Undang-undang 
No. 20 Tahun 2001 sebagai perubahan atas 
Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena 
tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi 
secara meluas, tidak hanya merugikan 
keuangan negara tetapi juga telah merupakan 
pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan 
ekonomi masyarakat secara luas sehingga 
tindak pidana korupsi perlu digolongkan 
sebagai kejahatan yang pemberantasannya 
dilakukan secara luar biasa. Dan untuk lebih 
menjamin kepastian hukum, menghindari 
keragaman penafsiran hukum, dan memberikan 
perlindungan terhadap hak-hak sosial dan 
ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara 
adil dalam memberantas korupsi.  
Dengan diundangkannya Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2001, bukan berarti 
menggantikan Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1999, melainkan hanya menambahkan 
atau lebih melengkapi substansinya saja. 
Karena sebagian besar pasal dalam Undang-
undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak diubah, 
maka yang menjadi acuan dalam perubahan ini 
lebih condong kepada pasal-pasal dalam 
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. 
Selanjutnya tindak pidana korupsi dalam 
Undang-undang No. 31 Tahun 1999 dirumuskan 
secara tegas sebagai tindak pidana formil, hal 
ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan 
rumusan formil yang dianut dalam undang-
undang ini berarti meskipun hasil korupsi telah 
diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana 
sesuai dengan pasal 4 yang berbunyi: 
“Pengembalian kerugian keuangan negara atau 
perekonomian negara tidak menghapus 
dipidananya pelaku tindak pidana korupsi 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 3” . 
Penjelasan dari pasal tersebut adalah dalam 
hal pelaku tindak pidana korupsi, melakukan 
perbuatan yang memenuhi unsur pasal 
dimaksud, dimana pengembalian kerugian 
negara atau perekonomian negara, yang telah 
dilakukan tidak menghapus pidana si pelaku 
tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian 
negara atau perekonomian negara tersebut 
hanya merupakan salah satu faktor yang 
meringankan pidana bagi pelakunya. tentang 
pengembalian aset hasil korupsi, sebagaimana 
tercantum dalam bab 5 UNCAC. 
Undang-undang No. 31 Tahun 1999 ini 
bertujuan untuk memberantas tindak pidana 
korupsi dan memuat ketentuan pidana yang 
berbeda dengan undang-undang sebelumnya, 
yaitu menentukan ancaman pidana minimum 
khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan 
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1. Berlakunya Konvensi PBB Anti Korupsi 
atau United Nations Convention Against 
Corruption (UNCAC) 2003, merupakan 
Instrument Hukum Internasional yang 
menjadi dasar hukum kerjasama 
internasional pengembalian aset yang 
diperoleh secara tidak sah, membuka 
peluang bagi negara-negara dalam upaya 
pencegahan dan pemberantasan 
kejahatan, termasuk tindak pidana 
korupsi. UNCAC mempunyai tujuan yang 
sangat ampuh untuk mencegah, 
memajukan dan mengambil langkah-
langkah tegas dalam mencegah dan 
melawan korupsi secara efektif. 
2. Implementasi Konvensi PBB Menentang 
Korupsi Dalam Perundang-undangan 
Nasional Pasal 1 ayat (1) UU No 7 Tahun 
2006 menyatakan mengesahkan 
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 
Anti Korupsi, 2003. Terkait dengan 
tindakan implementasi, Indonesia juga 
mempunyai Undang-Undang nomor 31 
tahun 1999 jo Undang-Undang nomor 30 
tahun 2001 Tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi, KPK (Komisi 
Pembera ntasan Korupsi) yang disahkan 
melalui Undang-Undang nomor 30 tahun 
2002, Undang-Undang nomor 15 tahun 
2002 dan Undang-Undang nomor 25 
tahun 2003 tentang Pencucian Uang yang 
mana disebutkan dalam pasal 14 UNCAC 
mengenai tindakan-tindakan untuk 
mencegah pencucian uang.  
 
B. Saran 
1. Dengan keikutsertaan Indonesia dalam 
Konvensi PBB Anti Korupsi atau United 
Nations Convention Against Corruption 
(UNCAC) 2003, diharapkan dapat 
memenuhi dan mengantisipasi 
perkembangan dan kebutuhan hukum 
bagi Indonesia dalam rangka mencegah 
dan memberantas secara lebih efektif 
setiap tindak pidana korupsi yang sangat 
merugikan keuangan dan perekonomian 
negara pada khususnya serta masyarakat 
pada umumnya. Pengaturan dalam 
UNCAC juga dapat dijadikan acuan atau 
sarana untuk mengembalikan aset hasil 
kejahatan korupsi melalui kerjasama 
internasional. 
2. Menginat persoalan korupsi merupakan 
masalah yang sangat serius yang 
dampaknya dapat dirasakan oleh seluruh 
lapisan masyarakat, maka diharapkan 
implementasi UNCAC nantinya dapat 
dijadikan sebuah rencana aksi bagi 
Indonesia untuk melakukan perbaikan di 
beberapa sektor, khususnya regulasi 
melalui peraturan perundang-undangan 
di sektor keuangan dan perbankan, dapat 
dimasukkan klausul pencegahan tindak 
pidana korupsi, pemerintah juga 
sebaiknya mengeluarkan suatu undang-
undang tentang pembuktian terbalik, 
secara terpisah atau tersendiri bukan 
sebagai pelengkap dari Undang-Undang 
No. 20 Tahun 2001. 
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